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BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan
reklame agar sesuai dengan aspek dalam penataan
ruang dan guna tercapainya keseimbangan antara aspek
etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek
ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek
kepastian hukum, aspek kemanfaaatan diperlukan
kebijakan perizinan pemanfaatan raemng,

bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis
Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55¥%7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578]);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28};

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192};

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
18);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33),

"]
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KESATU

KEDUA

KETIGA

o
)

EMPAT

TEMBUSAN
kepada Yth.:

1. Sekretaris

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Perizinan
Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah:

da.

memberi  pengarahan, petunjuk dan memfasilitasi
penyediaan data-data dalam melaksanakan kegiatan
Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017,

. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Teknis

Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan

. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada

Bupat.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Apnl 200

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Keputusan 1ni dikirnm

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten
Daerah

3. Asisten

Pembangunan

Pemerintahan Sekretaris
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Perekonomian dan
Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten

Sekretaris

Administrasi Umum
Daerah Kabupaten

Sukoharjo di1 Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo;

6. Tim teknis yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2017
NO JABATAN /INSTANSI KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 * 3 4
1. Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan
nasehat,
bimbingan dan
arahan kepada Tim
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan | Penanggung Bertanggung jawab
Penataan Ruang Kabupaten jawab seluruh kegilatan
Sukoharjo
3. Kepala Bidang Tata Ruang pada Ketua Bertanggung jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan pelaksanaan
Penataan Ruang Kabupaten kegiatan
Sukoharjo
4. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Sekretaris Bertanggung jawab
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di bidang
Bidang Tata Ruang pada Dinas kesekretariatan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sukoharjo
S. Kepala Seksi Perencanaan Tata Anggota Melaksanakan
Ruang Bidang Tata Ruang pada tugas sesual
Dinas Pekerjaan Umum dan bidang tugasnya
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo
6. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan | Anggota Melaksanakan
Pendataan Bidang Pendapatan pada tugas sesual
Badan Keuangan Daerah bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo
7. Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Anggota Melaksanakan
Pekerjaan Umum Bidang Pelayanan tugas sesuai
Perizinan Pekerjaan Umum pada bidang tugasnya
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | Anggota Melaksanakan
Perparkiran pada Dinas tugas sesuai
Perhubungan bidang tugasnya
9. Kepala Seksi Hubungan Antar Anggota Mclaksanakan
Lembaga Bidang Penegakan tugas sesuai
Perundang-Undangan pada Satuan bidang tugasnya
Polisi Pamong Praja
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DWI WAHYUNI, SH
Fungsional Umum Perancang
Peraturan Perundang-Undangan

Anggota

Melaksanakan
tugas sesuai
bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

| —

WARDOYO WIJAYA




